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TINDAK kekerasan terhadap
perempuan di Jakarta masih
marak. Tahun lalu, Lembaga
Bantuan Hukum Perempuan
Indonesia untuk Keadilan (LBH-
APIK) menerima 800 aduan
kekerasan terhadap perempuan.

Namun, sampai sekarang ini
belum ada Peraturan Daerah
(Perda) yang memberikan ban-
tuan hukum bagi perempuan.

Ketiadaan perda itu membuat
perempuan dan anak yang men-
jadi korban kekerasan sulit untuk
mendapatkan bantuan hukum.
Sebab, pemerintah daerah tidak
menyediakan anggaran untuk
penanganannya.

Aktivis LBH APIK Indonesia
Dian Novita dari LBH APIK
Indonesia mengatakan, bantuan

(1)
keuangan dalam poses hukum
korban kekerasan sangat dibu-
tuhkan. Terutama bagi korban
tidak mampu.

Menurutnya, saat ini bantuan
keuangan telah diatur dalam Per-
aturan Pemerintah (PP) Nomor
42 Tahun 2013 tetang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum.

“Namun di Jakarta belum
punya perda mengenai bantuan
hukum ini sebagai turunan PP
tersebut. Sementara di Goron-
talo, Depok dan Semarang sudah
ada. Jadi kita ingin mendorong
supaya Jakarta juga memiliki
perda tersebut,” tandas Dian.

Ketua DPRD Provinsi DKI
Jakarta Prasetio Edi Marsudi

m""nga\takan telah menerima
nsi. Asosiasi LBH APIK
Indonesia pada Selasa (573).

Salah satu poin dari audiensi
itu LBH APIK menginginkan
Jakarta memiliki peraturan daer-
ah (perda) yang memberikan
perlindungan perempuan dari
kekerasan.

“Mereka meminta adanya
perda bantuan hukum. Kebetu-
lan mereka pernah mengajukan
kajian ke Biro Hukum tetapi
sampai hari ini belum terlak-
sana,” ujar Prasetio.

Dia memastikan DPRD DKI
akan menampung usulan peny-
n rancangan perda yang
dimaksud’ Sebab, kekerasan ter-
hadap perempuan dan anak harus

_ditanggulangi dengan penekanan

pada pencegahzm‘
Menurutnya, kekerasan terh-
adap perempuan dan anak juga

~membawa berbagai persoalan

di masyarakat, seperti persoalan
medis, sosial, hukum bahkan
berbagai pelanggaran hak asasi
manusia.

“Untuk itu, dalam rangka pe-
mulihan korban kekerasan ten-
tunya memerlukan layanan yang
baik. Dalam hal ini pemerintah
bertanggung jawab untuk meng-
hormati, melindungi, membela,
dan menjamin hak asasi manusia
setiap warga negara dan pen-
duduknya termasuk perempuan
dan anak tanpa diskriminasi.”
ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini
menambahkan, tanggung jawab

pemerintah ialah dalam bentuk
layanan pengaduan, rujukan,
pendampingan, bahkan bantuan
hukum dalam rangka mencegah
dan menanggulangi kekerasan
terhadap perempuan dan anak.
“Untuk mencegah dan me-

‘nanggulangi kekerasan terh-

adap perempuan dan anak di
Jakarta, sudah selayaknya kita
mendukung pembuatan perda,”
ujarnya.

Dalam perda itu, lanjutnya, dia-
tur mengenai upaya perlindungan
bagi perempuan dan anak korban
kekerasan. Khususnya mengenai
pencegahan, pelayanan, peman-
tauan, evaluasi, pelaporan dana,
pembinaan, dan pengawasan
terhadap perempuan dan anak
korban kekerasan. @ mra



